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PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAhI PRINGSURAT

DESA SOROPADAN
Alamat : Jl Raya Magelang-Semarang Km 13 - KODE POS : 56272

Laman : soropadan-pringsurat.temanggungkab.go.id
Surat Elektronik : soropadan-pringsurat@temanggungkab.go.id

Nomor
Sifat

Lamp
Perihal

: 001IDS/LPPD|2O2A
: Penting

1 bendel
Laporan Penyelenggaran
Pemerintah Desa Tahun 2A23

Soropadan, 06 Februari 2424

Kepada
Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Cq. Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Di
Temanqguno

Assalaam ualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

( LPPD ) Tahun Anggaran 2023 sebagai pertanggunganjawaban dan evaluasi kinerja

Pemerintah Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Demikian Laporan ini kami sampaikan ,untuk menjadi periksa adanya

ESA SOROPADAN

rY/
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ,atas berkah
dan rahmat Nya,saya Kepala Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten
Temanggung,dapat menyusun Laporan Pertanggunganjawaban Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas selama tahun anggaran 2023.

Adapun Maksud dan tujuan dibuat dibuatnya LKPD /LPPD ini adalah untuk
mengetahui capaian-capaian Pemerintah Desa Soropadan dalam kurun satu tahun
,juga sebagai evaluasi untuk kinerja Pemerintah Desa Soropadan kedepannya.

Dasar hukum penyampaian LKPPD / LPPD Adalah pasal 27 Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam pasal 48 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
lndonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa disebutkan bahwa
Kepala Desa wajib :

l.Menyampaikan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa ( LPPD ) Akhir
Tahun Anggaran kepada Bupati lewat camat;

2. [\4enyam paiakan Laporan Keterangan Penyelengg araan Pemerinta h Desa
( LKPPD ) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
setiap Akhir Tahun Anggaran.

Maka dengan ini kami Kepala Desa Soropadan menyusun Laporan
Penyelengaraan Pemerintah Desa ( LPPD ) yang kami sampaikan kepada Bupati lewat
Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LKPPD ) yang
kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Soropadan
sebagai wujud pertanggunganjawaban kami atas kinerja Pemerintah Desa Soropadan
untuk Tahun Anggaran 2023.

Demikian ,selanjutnya kami menyadari dengan segala keterbatasannya yang
ada,banyak kekurangan yang kami miliki.Untuk itu kami sampaikan terimakasih kepada
pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan kami
,secara khusus kami sampaikan terimakasih kepada Badan Permusyawaratan Desa
( BPD ) Desa Soropadan atas kerjasamanya selama ini dan kami sangat berharap
dimasa-masa yang akan datang akan terus ditingkatkan.disamping itu kami mengharap
bantuan,bimbingan dan sumbang saran dari semua pihak,baik para tokoh masyarakat
,kelembagaan yang ada ,BPD Desa Soropadan,lebih khusus kepada Bupati
Temanggung,Camat Pringsurat dan seluruh jajaranya demi tenruujudnya Pemerintah
Desa yang sesuai harapan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Soropadan, 06 Februari 2024
Hormat Kami

Kepala Desa Soropadan

ISKANDAR

KEPAI.A
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BAB I

A. LATAR BELAKANG.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berurenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik lndonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berurrenang

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakuidalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada
di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LppD) dan Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LKppD ) sebagai tolok ukur
keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun. penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ) dimaksudkan agar kebijakan

Pemerintah Desa Soropadan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua
yang dilakukan Pemerintah Desa Soropadan dalam akhir tahun bisa dilaporkan

kepada Bupati remanggung melalui camat pringsurat. Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LppD) dan Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LKppD ) Akhir Tahun merupakan

penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 'l (satu) tahun yang

memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan

Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan lvlasyarakat Desa.

Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun,

prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana

Pembangunan Jangka fi/lenengah Desa (RPJM Desa).



B. GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa

1. Geogra{i
Desa Soropadan merupakan satu dari empat belas desa di

wilayah Kecamatan Pringsurat dengan batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Desa Kebumen
b. Sebelah Timur : Desa Kalikuto
c. Sebelah Selatan : Desa Krincing
d. Sebelah Barat : Desa Kupen

Luas Wilayah Desa Soropadan 359,8 Ha dengan rincian terlihat pada
tabel berikut:

Tabel 1.1
Penggunaan Tanah

Rincian luas penggunaan Tanah tiap dusun di desa Soropadan sebagai
berikut :

Tabel 1.2

No Penggunaan Luas ( Ha )

1 Pemukiman 103,02
2 Sawah 151,31
3 Tanah Kering/Tegalan L45,47

Total luas 359,80

NO Dusun Luas
Pemukiman
(Ha)

Luas Tanah
Kering/Tegalan
(Ha)

Luas
Sawah
(Ha)

Luas
Total
Wilayah
{Ha)

1 Kraian I 30,90 10,30 41,24
2 Kraian II l+,la 15,31 12,34 41,75
3 Bangsari 10,37 30,10 40,47
4 Batikan 17,64 13,40 23,68 5+,72
5 Digelan I 6,78 1,10 25,53 33,41
6 Digelan II 4,29 11,79 12,94 28,97
7 Jurangsari 3,64 5,OS 7,L9 15,88
8 Pangonan 9,03 1,30 35,92 46,15
9 Kepatran 6,22 6,71 12,93
10 Klebakan 6,91 24,24 L2,20 43,50

Total 1()3,O2 LOS,47 151,31 359,80



Peta Wilayah Desa Soropadan

Desa Soropadan berada pada ketinggian 650 meter dari
permukaan laut dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25-3Oo C
dengan curah hqian rata-rata 3000 mm/tahun ditunjang oleh 2 (dua)
musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan jumlah hujan 6 {enam}
bulan.

Secara administrasi Desa Soropadan terbagi menjadi 10 (

Sepuluh) Dusun yang terbagi menjadi 10 { Sepuluh ) Rukun Warga (
RW ) dan 21 (Dua puluh satu) Rukun Tangga ( RT ) sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Administratif

No Nama Dusun Nama RW Jumlah RT
1 Dusun Krqjan 1 RW 01 2RT
2 Dusun Krajan II RW 02 3RT
3 Dusun Bangsari RW 03 2RT
4 Dusun Batikan RW 04 4RT
5 Dusun Digelan I RW 05 2RT
6 Dusun Digelan II RW 06 2RT
7 Dusun Jurangsari RW 07 lRT
8 Dusun Pangonan RW 08 1RT
I Dusun Kepatran RW 09 1RT
10 Dusun Klebakan RW 10 3RT

Jumiah 10 RW 21 RT



2. Demogra{i
1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data monografi desa, jumlah Penduduk Desa
Soropadan pada akhir Desember tahun 2023 berjumlah 4.345 jiwa ,

yang terdiri dari:
Tabel 2.1

a. Penduduk laki-laki sebanyak 2.165 Jiwa
b. Penduduk perempuan sebanyak 2.180 Jiwa

Jumiah 4.345 Jiwa

Tabel2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Wilayah Penduduk

Data Jumlah penduduk desa Soropadan ditahun 2023
menunjukkan ada kenaikan jumlah penduduk sebesar O,8 o/o

dibanding dengan jumlah penduduk di tahun 2022.

2) Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin
Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sejuml,ah 1.481 KK,

terdiri dari :

Tabel 2.3

a Kepala Keluarga Laki-laki 1.221 Jiwa
b Kepala Keluarga Perempuan 252 Jiwa

Jumlah t.473 Jiwa

Data Jumlah Kepala Keluarga di tahun 2A23 ada penurunan sebesar
O,to/o dibanding dengan jumlah Kepala Keluarga di tahun 2A22.

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah
Penduduk

Tabel2.4

No Nama Dusun/RW
Jenis kelamin jumlah

(Jiwa)
Laki-laki

piwa)
perempuan

(Jiwa)
1 Krajan I/RW 01 276 262 538

2 Krajan IIIRW 02 2t5 2t8. 433
-o Bangsari/RW 03 224 237 461

4 Batikan/Rw 04 389 391 780
5 227 219 446

6 Digelan II/RW 06 207 196 403
7 Jurangsari/RW 07 155 148 30s
8 Pangonan/RW 0B 134 164 298
9 Kepatran/Rw 09 L40 132 272
10 Klebakan/Rw 10 198 2t3

Jumlah 2.165 2.180 4.345

No Nama Dusun/RW
Jenis Kelamin jumlah

(Jiwa)
Laki-Laki

(Jiwa)
Perempuan

(Jiwa)
1 Krajan I/RW 01 158 29 188

Digelan I/RW 05

4tt



2 Krajan II/RW 02 r25 28 159

3 Bangsari/RW 03 119 26 143

4 BatikanlRw 04 219 33 2s6

5 Digelan I/RW 05 139 25 162

6 Digelan IIlRW 06 tt2 23 139

7 Jurangsari/RW 07 84 t7 96

8 Pangonan/RW 08 82 22 104

9 Kepatran/RW 09 74 23 98

10 Klebakan/Rw 10 109 26 136

Jumlah 1.233 24B 1.473

Data Jumlah Kepala Keluarga di tahun 2A23 ada penurunan sebesar

O,lo/o dibanding dengan jumlah Kepala Keluarga di tahun 2A22.

3) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat

dilihat pada table 2.5 berikut :

Jumlah pendudu,Itfi,l,,?;3t Kelompok umur

Data Jumlah Bangunan Rumah Desa Soropadan :

Tabel2.6

No
Golongan Umur

(Tahun)

Jenis Kelamin
(Tahun) Jumlah

{Tahun}Laki-Kaki Perempuan
1 a-4 140 138 278
2 5-9 151 L62 313
.J to-14 174 151 325
4 15* 19 r69 170 339
5 2A-24 t70 157 327
6 25-29 154 166 320
7 30-34 157 154 311
8 35-39 r37 151 288
9 4A-44 t76 772 348
10 45-49 r84 163 347
11 50*54 148 180 328
t2 55-59 L41 VA 281
13 60-64 122 t24 246
14 65-69 8B 80 168
15 70 -7+ 37 39 76
16 >=75 70 t05 175

JUMLAH 2.165 2.180 4.345

No Dusun Jumlah Rumah Keterangan

1 Kraian I/RW 01 153

2 Kraian II/RW 02 t44
3 Banssari/Rw 03 121

4 Batikan/Rw 04 215



5 I RW 05 r28

6 ,lan II RW 06 123

7 J RW 07 92

8 RW 08 90

9 RW 09 105

10 Klebakan RW 10 125

Jumlah L.296

Data Kelahiran Desa Soropadan tahun 2A23 :

Tabel: 2.7

Data Kematian warga Desa Soropadan tahun 2A23 :

Tabel : 2.8

No Dusun Laki - iaki Perempuan Jumlah

1 anI RW 01 1
nJ 4

2 Kra an II RW 02 1 1

J Bangsari/Rw 03 1 3 4

4 Batikan RW 04 3 3

5 RW 05 2 2 4

6 Digelan IIIRW 06 2 2 4

7 RW 07 .̂J 3 6

8 RW 08 4 3
r-7
I

9 Kepatran/Rw 09 i 1

10 Klebakan RW 10 2 1 o

Jumlah 18 L9 37

No Dusun Laki -laki Perempuan Jumlah

1 Kraian I/RW 01 5 5

2 Kraian IIIRW 02 3 6 I
3 Banssari/Rw 03 6 6

4 Batikan/Rw 04 4 2 6

5 Digelan I/RW 05 2 2 4

6 Diselan II/RW 06 5 5 10

7 Jurangsari/RW O7 1 3 4

Pangonani RW 08 2 1 3

9 Kepatran/Rw 09 4 1 5

10 Klebakan/Rw 10 1 1

Jumlah 22 31 53

Diselan I/

8



3 Keadaan Sosial
Kond.isi sosial masyarakat Desa Soropadan ditunjukkan masih

rendahnya kualitas dari sebagian besar sumber daya manusia

masyarakat serta cenderung rnasih kuatnya budaya paternalistic,

*""Lipr* demikian pola Uldaya seperti inj dapat dikernbangkan

sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa'

Masyarakat Desa Soropada. y^r[ cenderung- memiliki sifat ekspresif,

agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya

ti.nsparansi dalam ""ti"p 
penyelenggarla! pemerintahan dan

pembangunan Japat *.r.r"rl *^""1"h kemiskinan, ketenagakerjaan

dr.r, p"rfiuruhan *"ryrrrgkut pendapatan, status pemanfaatln lahan

pada_ fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan

pemahaman masyarakat terhadap hukum yanq ada saat ini._Keadaan

iersebut sebagai LmU*t dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang

diperoleh masYarakat.
Keadaan seni budaya dan adat istiadat di desa Soropadan

masih terjaga dan terpeiihara dengan baik, itu semua karena

pemerintu"h b.*. SoropLdan, lembaga kemasyarakatan 9-."., dan

warga masyarakat bersama-sama untuk tetap melestarikan seni

budlya dan adat istiadat yang merupakan warisan leluhur yang harus
selalu dijaga, dipelihara dan dilestarikan untuk masa-masa

mend.atang, seperti tradisi/adat- istiadat dalam peringatan Adat 1 Suro

yang telah me.r3"ai agenda tahunan masyarakat desa Soropadan yang

senantias" *r."ih terjlga dan terpelihara dengan baik dan merupkan
salah satu potensi budaya di wilayah Kabupaten Temanggung.

Sarana dan Prasarana Sosial dan Budaya Desa Soropadan

ditunjukkan dari table ini, antara lain :

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Soropadan dapat

Tabel 3.1
dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

,

Jumlah Penduduk Menurut t Pendidikan

Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai dalam
rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta
warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan
berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabeL 2.7
berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

No Sarana pendidikan Jumlah ( buah )

1 PAUD -.)

Jenis Kelamin (orang)
Perempuan

Jumah
{orang)Laki-lakiNo Tingkat Pendidian

L.243601 6421 Tidak/Belum Sekolah
3821931892
840372 4683 Tamat SD/Sederajat
788414 3744 Tamat SMP/Sederajat
9494285215 Tamat SMA/Sederajat

15 205TamatDiplomaI III6
5728 297 Tamat Diploma III

97 180838 Tamat Stara I
6 1159 Tamat Stara II

4.3452.O93 2.252Jumlah

Belum Tamat SD1 Sederajat



4TK/RA1
4SD/MI2
10TPQJ

Dalam bidang pendidikan kondisi yang perlu mendaPat

perhatian adalah masih banYaknYa penduduk yang tamatan

SD/Sederaja t hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang tidak

mementingkan pendidikan /Sekolah meskiPun terdapat lembaga

pendidikan baik formal maupun non formal Yang tidak terlalu jauh

dengan Desa Soropadan tetaPi animo masyarakat masih tetaP kurang

diakibatkan karena kurangnYa dorongan dari orang tua sebagai akibat

rendahnya tingkat Pendidikan orang tua itu sendiri, namun demikian

ditahun 2A23 ada Peni-gkatan kesadaran masYarakat desa Soropadan

tentang pendidikan, ini dibuktikan dengan meningkatnYa lulusan DI

s/d SIII di tahun 2023.
Disamping itu Pemerintah Desa Soropadan berupaya

menyediakan *olru.t" kesehatan agar tingkat kesehatan masyarakat

terjamin.adanya Polindes yang beriempat di Desa Soropadan beserta

**iu.rrt dan piasarana kesehatan yang ada di Desa Soropadan sangat

menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
pengetahuan tentang kesehatall masyarakat da"n keberhasilan untuk
kesJhatan lingkungan, seperti terlihat pada Tabel 2.8 Sarana

Kesehatan MaJyara[at dan Tabel 2.9 Jumlah Penduduk/KK menurut
tingkat kesejahteraan berikut ini :

Tabel 3.3
Sarana Kesehatan MasYarakat

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk/KK Menurut Tingkat Kesejahteraan

Dengan rincian tiap dusun sebagai berikut :

Tabel 3.5

No Sarana/Tenaga Kesehatan Jumlah

1 Tenaga Medis 1 orang

2 Polindes 1 unit
J Posyandu 10 unit
4 Forum Kesehatan Desa (FKD) 1 unit

No Tingkat Kesejahteraan Jumlah ( KK )

1 Prasejahtera 376

2 Sejahtera 1 397

J Sejahtera 2 343

4 Sejahtera 3 273

5 Sejahtera 3 Plus 92

Jumlah 1.481

NO Dusun Pra
sejahte
ra

Sejahtera
1

Sejahtera
2

Sejahtera
3

Sejahtera
Plus 3

1 Kraian I 43 57 46 30 t2
2 Kraian II 36 41 52 15 8
-o Bangsari 21 4 111

4 Batikan 78 64 58 32 20
5 Digelan I 35 54 49 18 9



6 J.J 45 29 18 L2

7 J 37 29 t2 8 I
8 Pangonan 24 a.o 38 6 4

I Kepatran 30 25 22 2l 11

10 Klebakan 39 43 33 L4 7

Jumlah 376 397 343 273 92

Dilihat dari Tabel 2.9 diatas jumlah penduduklKK menurut
tingkat kesejahteraat't yakni penduduk pra sejahtera = 25o/o, sejahtera

t J Zfoh, *"j*ht"r, 2 = 2g"/o, sejahtera 3 = 187o dan keluarga sejahtera
plus = 77o.

Kelompok * kelompok kesehatan masyarakat untuk menunjang
sarana kesehatah masyarakat di Desa Soropadan juga dapat

mendukung untuk peningtcatan derajat kesehatan masyarakat seperti

terlihat dalam Tabel 2.11 berikut :

Tabel 3.6
Kelompok Kesehatan MasYarakat

Dalam bidang kesehatan kondisi yang perlu diperhatikan adalah
masih tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki jamban
keluarga, A"rr- fraiit identifikasi 3}o/o penduduk belum mempunyai
jamban keluarga.- Dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa

rnasyarakat Desa Soropadan sangat mqjemuk dan sarana tempat
ibadah sangat mendukung ketaqwaan masyarakat terhadap T\rhan
yang Maha Esa seperti terlihat pada Tabel 2.12 Jumlah Penduduk
berdasarkan Agama dan Tabel 2.13 Sarana Keagamaan berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama
Jenis Kelamin (Jiwa) Jumlah (Jiwa)

Laki-Laki Perempuan

i Islam 2.159 2.188 4.347

2 Kristen 30 31 61

3 Katholik 26 25 51

4 Budha 3 8 11

5 Hindu
Jumlah 2.218 2.252 4.474

Tabel 3.8
Sarana Keagamaan

No Jenis Sarana Keagamaan Jumlah
1 Masjid 13 buah

No Keiompok Kesehatan Jumlah

1 Bina Keluarga Balita (BKB) 1 Kelompok

3 Bina Keluarga Lansia (BKL) 1 Kelompok

5 Desa Wisma (DAWIS) 60 Kelompok

Dieelan II



14 buahMushola2
O buahGereja3
O buah

4 Wihara

Dalam bidang kesenian kondisi yang perlu mendapat perhatian

adalah masih tin[ginya semangat masyarakat dalam menjaga'

memelihara, *.*pJltahankan dai mengembangkan kesenian lokal

yang ada di Desa soropadan, kelompok-kelompok kesenian tersebut

"r"Jf, 
aktif, seperti dapat dilihat pada Tabel 2'L4 berikut :

Tabel 3.9
Kelompok Kesenian

Organisasi kePemudaan dan olah raga juga banyak terdaPat di
dapat dilihat pada TabelDesa Soropadan, adaPun jenis dan jumlahnYa

2.L5 berikut :

Tabel 3.10
Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga

No Nama Organisasi Jumlah ( Kel / Unit )

1 Karang Taruna Dusun 10

2 Karang Taruna Desa 1

3 Remaja Masjid 10

4 Sepak Bola Desa 1

7 Bola Volly 4

10 Badminton 1

4. Keadaan Ekonomi
perekonomian Desa Soropadan secara umum didominasi pada

sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih mengunakan cara
tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan
komoditas produk pertaniannya. Produk petani Desa Soropadan yang
sebagian wilayahnya berupa lahan sawah (sawah irigasi teknis ) dan
sebagian lagi berupa lahan tegalan, cara bertanam sebagian masih
monoton pada unggulan tanaman padi, hortikultura, palawija serta
tanaman tahunan (sengon, bambu). Ha1 ini diakibatkan adanya
struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan
pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber
pengairan yang kurang pada musim kemarau terutama untuk lahan
pertanian di Sebagian wilayah desa soropadan, sehingga berdampak
adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus
ada langkah strategis dalam mengatasi pesoalan pertanian dengan
melakukan berbagai upaya diantaranya adalah perbaikan sistem
irigasi/pengairan, saluran tersier,penggunaan tehnologi tepat guna,
perbaikan pada tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan

No Kelompok Kesenian Jumlah

1 Jaran Kepang 1 kelompok

2 Topeng lreng 1 kelompok

3 Kubro Siswo 1 kelompok

4 Campur Bawur 1 kelompok

5 Rebana 10 kelompok



rnengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan

dinas pekerjaan ,r*rr*'bagian ptt'gtllt1 maupun dinas pertanian'

Sebagai langkah alternatif v"ttg ti* dilatmkan untuk mengatasi hal

i"r*.6rt ad-alah melalui 
-penyuluhan-penyuluhan dan pertemuan

kelompok tani.
Luas lahan pertanian dan perkebunan yang ?d? di Desa

Soropadan adalah iSA,f Ha dengan jenis penggunaan lahan seperti

pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Jenis Lahan Pertanian dan Perkebunan

Dalam bidang pertanian kondisi yang perlu mendaPatkan

per'hatian adalah belum adanya peningkatan pengetahuan pertanian,

pengolahan pertanian masih terlihat monoton terpaku pada komoditas-

komoditas tertentu, meskpun terdaPat kelompok-kelomPok tani dusun

dan gabungan kelompok tani (GaPoktan) namun pemerintah desa

bersama masYarakat desa berupaYa untuk meningkatkan Pertanian
dan pengetahuan Petani di desa dengan adanYa kelompok-kelomPok

tani yang ada. untuk di fasilitasi sePerti daPat dilihat pada Tabel 4.1

dan Tabel4.2 hasil komoditas pertanian dan Perkebunan berikut :

Tabel4.2
Kelompok Pertanian

Tabel 4.3
Hasil Komoditas Pertanian dan Perkebunan

Sedangkan bidang peternakan /perikanan cukup berkembang
baik, masyarakat desa Soropadan selain mengusahakan pertanian,
perkebunan namun masih banyak yang mengusahakan peternakan.
Kegiatan ini dapat dilihat potensi peternakan dalam mengembangkan
ekonomi kerakyatan dalam bidang
terlihat pada Tabel 4.4 berikut :

peternakan dan perikanan sePerti

Tabet4.4

Luas (Ha)Jenis PenggunaanNo
15 1,3

1 Tanah Sawah
105,4Tanah Tegalan2

No Kelompok Pertanian/Dusun jumlah (Kel/Unit)

1 Kelompok Tani 6

5 Gapoktan 1

6 Kelompok Tani Wanita (Kwr) J

No Jenis Komoditas Luas (Ha) Jumlah (Ton/Tahun)

1 Tanaman Padi 151 2.114

2 Jagung 3 I
4 Holtikultura 5 l4

Jumlah ( ekor )No Jenis Hewan
1 Sapi

4142 Kambing
2.t86-J Ayam Buras

9024 rtik
455Kelinci5

Jenis Potensi Peternakan dan Perikanan

14



481
6 Enthok

39Angsa7
27.831

8 Lele
13.489

9 Nila

Jumlah ( Unit )No PertaniankelomenlsJ pok
Peternakan SaPi1

56Peternakan Kambing2

Disamping potensi peternakan juga ditunjang dengan adanYa

kelompok-kelomPok Peternakan yang ada, sePerti terlihat pada Tabel

4.5 berikut ini:
Tabel 4.5

Jenis Kelom Pertanian

Tabel 4.6
Aset t

Aset
Tabel4.7

Sarana Komunikasi t

Disamping itu perekonomian di desa Soropadan yang ditunjuk
dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan Secara umum
tingkat p"t.konomian masyarakat desa Soropadan masih kurang baik,
hat ini disebabakan karena masih banyak warga masayrakat desa
Soropadan yang bekerja sebagai buruh, baik buruh tani mauplln
bunrh harian lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8
jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di bawah ini :

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

JumlahNo Jenis
1

1 Bus
102 Truck

2L93 Mobil
2l4 Mobil bak terbuka

1.430motor5
52LOntel6

Dokar7

JumlahJenis KomunikasiNo
1.114

1 Televisi
4032 Radio

2.198ô Han
15Telefon rumah4
275 HT

NO PEKERJAAN

JENIS KELAMIN
(JIWA ) JUMLAH

(JrwA )LAKI-
LAKI

PEREMPUAN

1 Belum/Tidak Bekerja 516 494 1.010

2 Mengurus Rumah Tangga 752 752



J Pelajar/Mahasiswa 287 298 585
7A1654Pensiunan4
762749Pegawai Negeri SiPil5
L6166 IndonesiaTentara Nasional

B26Kepolisian Ri7
862Perdagangan8

23769168Petani/Pekebun9
1110 Peternak
4Industri
88TransportasiT2

81028852213 Karyawan Swasta
I26L4 Karyawan Bumn
11Karyawan Bumd15

L9109Karyawan Honorert6
20648158Buruh Harian LePast7
160649618 Buruh TanilPerkebunan

312L9 Buruh Nelayan /Perikanan
f\
J3Pembantu Rumah Tangga20
11T\,rkang Listrik2L

2t2122 Tukang Batu
5523 Tukang Kayu
11Tukang So1 SePatu24
22Tukang Las/Pandai Besi25
73426 Tukang Jahit
1i27 Mekanik
44Seniman28
2229 Imam Mesjid
1130 Ustadz/Mubaligh
1131 Juru Masak
1132 Anggota Dprd KabupatenlKota
1133 Dosen

574tT634 Guru
108235 Perawat
32136 Apoteker
2237 Pelaut

464638 Sopir
t4267 75Pedagang39
t721540 Perangkat Desa

11Kepala Desa4l
158121 3742 Wiraswasta

4143 Lainnya
2.25,0 4.3452.O95JUMLAH

Namun untuk peningkatan perekonomian masyarakat tersebut,
pemerintah bersama lembaga-lembaga yang ada berupaya untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat dengan didukung lembaga
perekonomian yang terdapat di desa Soropadan dapat dilihat pada
Tabel 4.9 berikut:

411



Jumlah
( KellUnit )

No Jenis lembaga Ekonomi

1 Kel
1 UED-SP

1 Kel2 UP2K-PKK
1 Kel3 M,um Desa)asyarakatLPMD bung Pangan(L
1 KelGapoktan4
1 Kel5 Koprasi

Tabel 4.9
Lem Perekonomian

Namun pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang
beberapa diantaranYa
dalam ada berbagai
berdayaan kelomPok-

perekonomian masih sangat lambat bahkan ada
terancam macet.Dari Potensi diatas masih
keterbatasan, maka perlu perhatian dan pem
kelompok lembaga ekonomi tersebut.

Disamping potensi itu masih ada potensi-potensi lain {.ng perlu
dikembangkan Lt t t meningkatkan perekonornian masyarakat, yakni
potensi iridustry rumah tangga dan kerajinan seperti terlihat pada

Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Jenis Industri Rumah dan lnan

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa
Soropadan memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi,
Jagung, holtikulturadan petani tembakau.Dari potensi tersebut masih
daiam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan para petani.Disamping itu peningkatan
peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani
d.apat menambah ilmu pengetahlran, keahlian, keterampilan serta kerja
keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

Tabel 4.1 1

Potensi Wisata

Jumlah
(Kel/Unit)No Jenis Industri Rumah Tangga

12 Untt1

2 Unit) Kerqjinan Tembaga
10 unitKerajinan tangan ( HandYcraf )3

4 Warung Makan

NO NAMA KEGIATAN LOKASI
1 Bumi Perkemahan "

SEGILI "
Tempat

Berkemah/camping
Dusun Jurangsari

2 Kawa.san Jembatan
Gantung Soropadan

o Jembatan
Gantung

. Pasar Pagi

r Tuk Asin

a Spot Selfi

a Jajanan
Tradisional

a Mata air asin

Dusun Jurangsari

Dusun Jurangsari

Dusun Jurangsari

Dusun Jurangsari

Industri Makanan Ringan

9 unit



a Tuk Jodo

a Tubing

a Mata air

a Wisata Air
Dusun Jurangsarr

3 Bukit Damai Wisata Dusun lan II

4 Kawasan Sawah Abadi Wisata Edukasi Desa

5 Makam Wisata Re Dusun

6 Em Wisata Alam Desa So

7 Wisata Wisata Edukasi Desa Soro adan

8 Irigasi Wisata air Desa Soro

Desa Soropadan mempunyai beberapa tempat yang sudah terpetakan

*"U.g*i potensi wisata dengan berbagai latar belakang'namun dalam

pengElohny, masih belum maksimal'

WISATA AIR (TUBING )

I

Soropadan



EMBTING SOROPADAN

MAKAM PANJANG/ASTONO PANJANG

BUKIT DAMAI



KAWASAN SAWAH ABADI

TUK ASIN



BUMI PERKEMAHAN

TTJK JODHO

SALURAN IRIGASI SOROPADAN

Y\
L

1r

:'':.

',,i1



B. KOI{DISI PEUIERINTAIIAIT DESA
1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa
Organisasi Pemerintah Desa Soropadan ditetapkan dengan

peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa Soropadan, terdiri dari 1 ( satu ) orang
xepala Desa, 1 ( satu ) orang sekretaris Desa, 3 { tiga ) orang Kepafa
Setsi, 3 ( tiga ) orang Kepala Urusan, 1O { sepuluh ) orang Kepala
Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Aparatur
pemerintah Desa dalam Susunan Organisasai dan Tata Kerja
Pemerintah Desa sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Aparatur Pemerintah Desa Soropadan

No NAMA JABATAN
TANGGAL

LAHIR
USIA

{Tahun)
PENDIDIKAN

1 Iskandar Kepala Desa 17l04/1e64 56 SLTP

2
Fauzi
Mans5rur

Sekretaris Desa sAlaLlLeT6 44 SLTA

-J Sariyanto Kasi Pemerintahan a6loel1984 36 SLTP

4
A.Pudji
Achjani

Kasi Kesra 26lLAlte7t 49 SLTA

5 Nur Hidayat Kasi Peiayanan 28l02lte75 45 SLTA

6 Harini .L Kaur.Keuangan 22l04lre72 48 SLTA

7
Susanti Puji
.w

Kaur. Tata Usaha
dan Umum

2s/0211e81 39 SLTA

8 M.Robingu Kaur. Perencanaan 14la4l1e6s 55 SLTA

9 A.Tafrichan
Kepala Dusun Krajan
I

rel04lle7e 41 SLTA

10 Daroni
Kepala Dusun Krajan
II

07 lor lre65 55 SLTP

11 M.Achiyar
Kepala Dusun
Bangsari

1511211964 56 SLTP

12 Ismail
Kepala Dusun
Batikan

t7 /t211977 43 SLTA

13 Ilham'Fqjar AIi
Kepala Dusun
Digelan I

2sloTlLeee 22 SLTA

l4 Herman .W
Kepala Dusun
Digelan II

24ltLlL977 43 SLTA

15 Sumpeno
Kepala Dusun
Jurangsari

oeloTlte67 53 SD

16 Asrofi
Kepala Dusun
Pangonan

2811111e78 42 SLTP

t7 Bambang
Nursita

Kepala Dusun
Kepatran

a6/08/1e66 54 SLTA

18
Ganis Satria
.N

Kepala Dusun
Klebakan

27 SLTA07l08l1ee3



Dari data tersebut untuk Struktur Organisasi Tata Kerja
Pemerintah Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

GAMBAR 1.1
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SOROPADAN

b. Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soropadan

berjumlah 9 ( Sembilan ) orang yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Temanggung Nomor L44l t66 Tahun 2AL9 dengan
keanggotaan sebagai beriku,, 

,.*, ,.,
Daftar ta BPD Desa Periode 2019-2025

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KEPAT-A
URL,ISAN

PERENCAN

KEPALA
URI-ISAN TATA

USAHA DAN

KEPALA
URUSAN

KEI.JANGAN

KEI'AI,A
SEKSI

KESRA

KEPAI-A SF]KSI

PEMERIN'IAHANAN

KEPALA
SEKS}

PF:I,AYANAN

KEPALA
DUSUN

BANGSARI

KEPAI-A
DUSUN

BA]]KAN

KtrPALA
DUSUN

DIGET-AI"N I

KEPALA
DUSUN

DIGET-AN II

KEPALA
DIJSijN

KILAJAN I

KEPAI.A
DUSTJN

KRAJAN I1

KEPALA
DLISUN

JURANGSARI

KEPAI,A
DUStrhl

PANGONAN

KEPALA
DUSUN

KEPA'IRAN

KEPALA
DTJSUN

KLEBAKAN

Wilayah PendidikanNo Nama Kedudukan/Jabatan

Digelan II SiI1 Agus Suharyoko,S. Sos,M.M Ketua
Wakil Ketua Digelan I SI2 M,Syamsul Huda,S.PdI

Keterwakilan
Perempual

SI3 Restu Dhani Wiyati,S.TP Sekretaris

Bidang
Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa
dan Pembinaan

Kemastrarakatan.

Klebakan -

Kepatran
SMA4 Muh Kholil

SLTA5 Sarjoko Anggota Krajan I
Bidang

Pembangunan dan
Krajan Ii SI6 Kurniadi,S.Sos



Pemberdayaan
Masyarakat Desa

7 Inung Wahyu .P Anggota Bangsari SLTA

8 Budi Supriono Anggota Batikan SLTA

9 Agus Santoso Anggota
Jurangsari-
Pangonan

SLTA

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban:
1) Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan

pemerintahan Desa;
3) Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ;
4\ Melakukan pengawasan kineda Pemerintah Desa.

2. Keuangan Desa
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam

raxgka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan
Lrang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa
Soropadan setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.
a. Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari dari hasil aset desa dan
bangunan milik desa, selain itu juga terdiri dari pengelolaan
tanah kas desa dan obyek wisata yang dirus desa.

2. Pendapatan Dan Transfer Desa bersumber dari bantuan
Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Pusat.

3. Pendapatan Lain-lain bersumber dari bunga bank yang ada di
rekening desa, sejumlah 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Desa
Pengelolaan belanja desa digunakan untuk:
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

a) Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pernerintaha"n Desa;

b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan T\rnjangan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa;

c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa;

d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD
dan PPKD d11);

e) Penyediaan tunjangan BPD;
0 Penyediaan Operasional BPD;
g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
h) Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat

Desa;
il Penyediaan Sarana dan Prasararta Pemerintahan Desa;
j) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,

Statistik dan Kearsipan;
k) Penyusunan ,pendataan dan pemutakhiran profil desa;
0 Pemetaan dan Analisis kemiskinan desa secara partisi;
m) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,

Keuangan, dan Pelaporan.



2) Bidang Pelaksanaan Pernbangunan Desa
a) Sub Bidang Pendidikan;
b) Sub Bidang Kesehatan;
c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d) Sub Bidang Kawasan Pernukirnan;
e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
f) Sub Bidang Pariwisata.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a) Sub Bidang ketenteraman, ketertiban

perlindungan masyarakat;
b) Sub Bidang kebudayaan dan keagarnaan;
c) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga; dan
d) Sub Bidang kelembagaan masyara.kat.

umum dan

4l Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
b) Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

keluarga;
c) Bidang dukungan penanarnan modal;dan
d) Sub Bidang usaha mikro ,kecil dan menengah ( UMKM ).
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Tanah Bengkok merupakan salah satu asset desa/kekayaan
desa untuk menunjang dan sebagai sumber Pendapatan Desa yang
penggunaannya sebagai Penghasilan Tetap Kepaia Desa dan Perangkat
Desa Soropadan seperti pada Tabel 1.4 berikut :

Kondisi APB-Desa 6 tahun terakhir Desa Soropadan secara
garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
DATA TANAH BENGKOK YANG DIKELOLA OLEH KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA

NO
NAMA /
NIAPD

JABATAN
LUAS

BENGKOK
(M2)

1 Iskandar Kepala Desa 57.595
2 Fa:uzi Mansyur Sekretaris Desa L8.423
3 Sariyanto Kasi Pemerintahan 8.215
4 A.Pudji Achjani Kasi Kesra 9.030
5 Nur Hidayat Kasi Pelayanan 9.769
6 Harini.L Kaur.Keuangan 9.906
7 Susanti Puji .W Kaur. Tata Usaha dan Umum 9.97I
8 M.Robingu Kaur. Perencanaan 9.106
9 A.Tafrichan Kepala Dusun IGajan I 7.130
10 Daroni Kepala Dusun Krajan II 9.203
11 M.Achiyar Kepala Dusun Bangsari 9.124
12 Ismail Kepala Dusun Batikan 10.307
13 Ilham Fqia-r Ali Kepala Dusun Digelan I 9.330
t4 Herman .W Kepala Dusun Digelan Ii 8.226
15 Sumpeno Kepa1a Dusun Jurangsari 8.175
L6 Asrofi Kepala Dusun Pangonan 9.605
1"7 Bambang Nursita Kepala Dusun Kepatra.n 1 1.303
18 Ganis Satria.N Kepala Dusun Klebakan ta.786

Jumlah 225.21L

Bangunan Milik Desa (Gedung) yang dapat disewakan untuk
resepsi pernikahan, kitanan dan kekayaan milik desa lainnya (kebun
bambu dan kebun sengon), sumber mata air, lapangan desa dan
embung yang merupakan sumber dan penunjang pendapatan desa
yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa dan
sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD) seperti terlihat pada Tabel
2.28 berikut :

Tabel 1.5
DATA BANGUNAN MILIK DESA DAN KEKAYAAN MILIK DESA LAINNYA

NO JENIS KEKAYAAN MILIK DESA JUMLAH (Unit)
1 Gedung Serba Guna 1

2 Gedung Kantor Desa 1

2 Gedung TK 1

3 Gedung SD 2
4 Embung 1

5 Lapangan Sepak Bola 1



6 Rice Mill 1

Kios Desa 18

8 Gedung Showroom Kerajinan 1

9 Bumi Perkemahan 1

Kondisi APB-Desa tahun 2023 terakhir Desa Soropadan secara
garis besar terlihat dalam tabei 1.6 di bawah ini :

Tabel 1.6
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN 2023

Tahun
Angga

Pendapatan Desa

Jumlah Belanja Jumlah
PembiayaanPADes

Dana
Perimbangal

Transfer

Pendapatan
Lainnya

Jumlah
Pendapatan

1 2 6 7

2023 167.500.000 t.59t.774.7CIO 1 1.500.000 1.770.774.700 1.887.503.589 L16.728.889



PEMBANGUNAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

l.Pembangunan Saluran tersier dusun Pangonan

2. Pembangunan Talut Digelan I

'{,



3. Pembangunan makam Sepujut

4. Betonisasi Dusun Klebakan



5. Rabat Beton Dusun Klebakan

6. JUT Dusun Krajan II

'rii



7. Pembangunan Saluran tersier Dusun Digelan I

8. Pengaspalan Dusun Kepatran

l{rl
rlil

I i



3. Lembaga Kemasyarakatan Desa:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2An tentang

Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan
Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun
Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan
mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Soropadan sudah terbentuk
dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun
2AH tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Soropadan yaitu LPMD,
PKK, 2t RT, 10 RW, Karang Taruna, dan Satgas Linmas, dengan
rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
DAFTAR PENGURUS LPMD

PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2O2L _ 2026

T\rgas LPMD adalah:
a. men3rusun rencana pembangunan Desa secara partisipatif;

No Nama Jabatan Pendidikan
1 Supriyono,Amd Ketua SI
2 Ikhsani Wakil Ketua SLTA
3 Agus Cahyono Sekretaris SI
4 Kori Kurniasari Bendahara SI
5 Imam Mukhlis.S.Ag Seksi Keagamaan SI
6 Munawar Seksi Keagamaan SLTP
7 Saifuddin Zuhri Seksi Keagamaan SLTA
8 Murdiono Seksi Keamanan SLTA
9 Novian . A Seksi Keamanan SI
10 Kurniadi Seksi Pendidikan dan kebudayaan SI
11 Pramito Seksi Pendidikan dan kebudayaan SD
t2 Slamet Kusnadi Seksi Pendidikan dan kebudayaan SLTP

13
Partica Trijugo S Seksi Pembangunan, Perekonomian

dan Koperasi
SLTA

14
Samijo Seksi Pembangunan, Perekonomian

dan Koperasi
SLTA

15
Suhariyanto Seksi Pembangunan, Perekonomian

dan Koperasi
SLTP

16 Tri Sujatno Seksi Pemuda dan Olah raga SLTA
17 Arif Prastiyo Seksi Pemuda dan Olah raga SLTA

18
Maryati,Amd Keb Seksi Kesehatan,KB dan

Kesejahteraan Ralryat
D III

t9 Sunaryo,St Seksi Kesehatan,KB dan
Kesejahteraan Ralryat

SI

20
Suranto Seksi Kesehatan,KB dan

Kesejahteraan Rakyat
SLTP



b. melaksanakan, mengendalikan, memelihara dan mengembangkan
pembangun€Ln secara partisipatif;

c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan
swadaya masyarakat; dan

d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.5
DAFTAR PENGURUS PKK

PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2O2O - 2A26

Ttrgas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi:
a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga

sejahtera;
b. melaksanakan 1O {sepuluh) program pokok PKK;
c. membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan

Dasa Wisma;
d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
dan

e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang
berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN

1 Tutik Sunariyati Ketua I SI
2 Komariyah Ketua II S1
3 Susanti Pw Sekretaris I SLTA
4 Rejeki Purwo Andayani Sekretaris II S1
5 Harini Lestariningsih Bendahara i SLTA
6 Siti Arifah Bendahara II SLTA
7 Wiwik Sulistyowati Ketua Pokja I SI
8 Fitriyati Anggota SI
I Herlin Kusmiyati Anggota SLTA
10 Solekhah Anggota SLTP
11 Winarni Anggota SLTP
t2 Saptiti Hestiningrum Ketua Pokja II SI
13 Dewi Anita Anggota SLTA
t4 Nurmiyati Anggota D3
15 Sri Fadhilah Sa'adati Anggota SLTP
16 Widari Ketua Pokja III SLTA
t7 Aprilianingrum Anggota SLTA
18 Widya Relita Anggota SLTA
L9 Rismiyatul .H Anggota SLTP
20 Sarmisih Anggota SLTP
21 Mariyati Ketua Pokja IV D III
22 Asmiyatun Anggota SLTA
23 Sulistyowati Anggota SLTA
24 Wakhidah Anggota SLTP



Tabel 1.6
DAPTAR PENGURUS POSYANDU

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN
1 Rejeki Purwo Andayani Ketua " ASiH PUTRA " SI

Sri Widayati Sekretaris SLTA
Siti Nafi ah Bendahara SLTA
Sri Kusrini Anggota SLTA
Utami Indrayati Anggota SLTA
Farida Nur'aini Anggota SLTA

2 Siti Lestari Ketua "BINA PUTRA " SLTA
Ernawati Sekretaris SLTA
Diah Budi Utami Bendahara SLTA
Hikmah Riana Anggota SLTA

3 Asmiyatun Ketua " LESTARI " SLTA
Winarni Sekretaris SLTP
Siti Masiyah Bendahara SLTA
Siti Masrukah Anggota SLTA
Siti Maezun Anggota SLTP
Surawi Darwiyati Anggota SLTA

4 Naning Indrawati Ketua " KASIH IBU " SI
Siti Asrikah Sekretaris SLTA
Sri Kuswati Bendahara SLTA
Sri Wahyuti Anggota SLTA
Yuyun Eka Lestiani Anggota SLTA

5 Widari Ketua "HAPSARI " SLTA
Sri Hadiyati Sekretaris SLTA
Sri Kadarsih Bendahara SLTP
Bandiyah Anggota SLTA
Sri Fadhilah Sa'adati Anggota SLTA
Anisatunnuroh Anggota SLTA

6 Suratinah Ketua " MAWAR " SD
Nasekhah Sekretaris SLTP
Isti Komariyatun .C Bendahara SLTP
Sri Rejeki Anggota SLTA
Siti Arofah Anggota SLTP
Indar Sugiyanti Anggota SLTA
Genduk Zumaro Anggota SI

7 Wakhidah Ketua " TALI ASIH " SD
Siti Khotimah Sekretaris SLTA
Hindun fitriyah Bendahara SLTP



Winarsih Anggota SLTA

Siti Nur Kholifah Anggota SLTA

8 Aprilia Ningrum Ketua " MEKAR SARI " SLTA

Siti Sulistyowati Sekretaris SLTA

Oktianasari Bendahara SLTA

Listiyani Anggota SLTA
Novitasari Anggota SLTA

9 Umi Sa'adah Ketua " TERATAI " SLTP

Renita Herawati Sekretaris SLTA
Nur Hidayah Bendahara SLTP

Wahyita Anggota SLTA
Heni Lestari Anggota SLTA

10 Herlin Kusmiyati Ketua " KEJORA " SLTA
Neni Susiyanti Sekretaris SLTA
Rizki Dwi .Y Bendahara SLTA
Jumiasih Anggota SLTP

Tugas kader Posyandu Meliputi :

L. Tugas sebelum hari buka Posyanduatau disebut jugatugas pada H -
Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas persiapan oleh Kader Posyandu
agar kegiatan pada hari buka Posyandu berjalan dengan baik.

2. T\rgas pada saat hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada saat
H Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas untuk melaksanakan pelayanan
5 kegiatan.

3. Thgas sesudah hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H +
Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas setelah hari Posyandu.
Penyelenggaraan Posyandu 1 bulan penuh, hari buka Posyandu untuk
penimbangan L bulan sekali.

Tabel 1.7
DAFTAR KADER KESEHATAN DESA

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN
1 Iskandar Penanggung Jawab SLTA
2 Nur Hidayat Ketua SLTA
3 Susanti Puii Wah5,'uni Sekretaris SLTA
4 Harini Lestariningsih Bendahara SLTA
5 Sumpeno Seksi Gotong Royong SD
6 A.Tafrichan Anggota SLTA
7 Herman Wahyudi Anggota SLTA
8 Mariyati Seksi Kesehatan D III
9 Asmiyatun Anggota SLTP
10 Widari Seksi Surveylans SLTA
11 Sri Fadhilah Sa'adati Anqgota SLTP
12 Reieki Furwo .A Seksi Pembiayaan SI
13 Aprilianingrum Anggota SLTA



Tugas kader Kesehatan Desa meiiputi :

1. Menggerakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2. Pengamanan terhadap masalah kesehatan di desa
3. Upaya penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan kesehatan ibu,bayi dan anak balita
5. Pemasyarakatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzll.

Tabel 1.8
DAFTAR PENGURUS RW dan RT

PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2A2A - 2023

Tlrgas RT dan RW adalah:
a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah

Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kerjanya;

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN

1 Sudarmiyoto Ketua Rw O1 SLTA
2 Suhadis Ketua Rw 02 SLTA
3 Soetrisno Ketua Rw O3 SLTP

4 Saeri Ketua Rw 04 SLTA
5 Widodo Chuzaeni Ketua Rw 05 SD
6 Saifuddin Zuhrr Ketua Rw O6 SLTP

7 Slamet Kusnadi Ketua Rw 07 SLTP
8 Suratman Ketua Rw 08 SLTP

9 Ikhsani Ketua Rw 09 SLTA
10 Joko Triyono Ketua Rw 10 SD
11 Sumedi Ketua Rt 01 Rw 01 SLTP

L2 Slamet Prasetyo Ketua Rt 02 Rw O1 SLTP
13 Slamet Ketua Rt 01 Rw O2 SD
74 Ndardi Ketua Rt 02 Rw 02 SD
15 Arif Sam'ani Ketua Rt 03 Rw O2 SLTA
16 Samsodin Ketua Rt 01 Rw 03 SD
L7 Ketua Rt 02 Rw 03 SD
18 Muhadi Ketua Rt 01 Rw O4 SD
L9 Agus Cahyono Ketua Rt 02 Rw 04 SI
20 Untung Iskandar Ketua Rt 03 Rw O4 SLTA
21 Samsudaya Ketua Rt 01 Rw 05 SLTA
22 Yamuji Ketua Rt 02 Rw 05 SD
23 Taufik Anwari Ketua Rt 01 Rw 06 SLTA
24 Catur Prasetyo Ketua Rt 02 Rw O6 SD
25 Djarwadi Ketua Rt 01 Rw O7 SD
26 Siswanto Ketua Rt 01 Rw O8 SLTA
27 Sutarto Ketua Rt Ol Rw 09 SD

28 Nur Achmad Ketua Rt 01 Rw 1O SLTP

29 Priyadi Ketua Rt 02 Rw 10 SLTP

30 Ariyani Ketua Rt 03 Rw 10 SD

Marjuni



c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan Desa/ Kelurahan;

d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan
dan penataan lingkungan;

e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat

dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah
Desa/Kelurahan;

g. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial
kemasyarakatan; dan

h. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi masyarakat setempat.

Tabel 1.9
DAFTAR PENGURUS DESA WISATA

PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2018 _ 2023

T[gas Desa Wisata adalah mempunyai tanggung jawab untuk
mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di Desa Soropadan
terkait dengan Desa Wisata.

Tabel 1.1O
DAF"TAR PENGURUS SATGAS LINMAS

PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2OL6 - 2023

NO NAMA UNSUR
KEDUDUKAN DALAM

PENGURUS
1 Iskandar Kepala Desa Pelindung
2 Rejeki Purwo Andayani KPMD Ketua
3 Kurniadi LPMD Wakil Ketua
4 Nida Nur Arfiani Karang Taruna Sekretaris I
5 Harini Lestariningsih Perwakilan perempuan Koordinator Keuangan

6 Agus Santoso Tokoh Masyarakat Koordinator Obyek
Dan Daya Tarik Wisata

7 Munawir Karang Taruna Anggota
B. Dwi Santoso Karang Taruna Koordinator Promosi
9 Maulida Nur Isnaeni Karang Tamna Anggota

10. Ahmad Mabruri Karang Taruna Koordinator Sumber
Daya Manusia

11. Nada Abdillah Karang Taruna Anggota

t2. Fuad Nur Khasan Karang Taruna Koordinator
Lingkungan

13. Anang Set5rawan Karang Taruna Anggota
L4. Sunarvo Linmas Koordinator Keamanan
15 Yamuji Linmas Anggota

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN
1 Yamuji Danton Linmas SLTP
2 Salim Anggota SLTA
3 Sudiyono Anggota SD
4 Sukijo Anggota SD



5 Mujari Anggota SD
6 E,di Zarwanto Anggota SLTA
7 Musyarofah Anggota SLTP
8 Agus Masruri Anggota SLTA
9 Muhtarom Anggota SD
10 Samsodin Anggota SD
11 Hadi Tukul Anggota SD
L2 Rochmad Anggota SD
13 Slamet Sumedi Anggota SD
14 Sanyoto Anggota SD
15 Sukadi Anggota SD
16 Sumarsono Anggota SD
17 Ari Ristianto Anggota SLTA
18 Widodo Chuzaini Anggota SD
t9 Munawar Anggota SLTP
2A Kuwat Puji.S Anggota SLTA
27 Sumarno Anggota SD
22 Aryoto Anggota SD
23 Waluyo Anggota SLTA
24 Max Virgi Dian .P Anggota SLTA
25 Slamet Poniman Anggota SD
26 Suroso Anggota
28 Muslim Anggota SD
29 Soeparno Anggota SD

Satgas linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam
memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan
penyelengaraan pemilihan umnm, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan
kepada desa.

C.MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun

mempunyai tujuan sebagai berikut:

o Agar desa memiliki dokumen LPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum

tetap.

. Sebagai dasarlpedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

desa pada tahun berikutnya.

r Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

desa yang bisa dipertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun.

D.DASAR HUKUM

Dasar hukum penyampaian LKPPD / LPPD Adalah pasal 27 Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam pasal 48 Peraturan

SLTP



Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2A15 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
lndonesia Nomor 46 tahun 2A16 tentang Laporan Kepala Desa disebutkan bahwa
Kepala Desa wajib :

'1.l/enyampaikan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa ( LPPD ) Akhir
Tahun Anggaran kepada Bupati lewat camat;

2. It/enyampa iakan Lapora n Keteranga n Penyelen ggaraan Pemeri ntah Desa
( LKPPD ) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
setiap Akhir Tahun Anggaran.

E. VISI DAN MISI

o VISI
Melalui kegiatan pembangunan desa yang partisipatif diharapkan

akan mempermudah terwujudkan masyarakat Desa Soropadan yang jujur,
amanah, dan profesional. Untuk ituiah Pemerintah Desa Soropadan
melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa merumuskan
harapan dalam Visi Desa Soropadan tahun 2020-2A26 yaitu 3.

Terwujudnga Masgarakat dan Pemerintah Desq. Soropadan Yang
Juju4 Amanah dan Profesional'
Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang
luhur untuk perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan di Desa Soropadan baik secara individu
maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Soropadan
mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi
semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan.

JUJUR adalah mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi
yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sikap jujur merupakan
perilaku yang didorong oleh hati nurani. kemajuan desa antara iain diawali
dengan perilaku jujur, baik bagi aparat pemerintah desa maupun
masyarakat dalam memberikan informasi terkait banyak hal, timbal balik
sikap/perilaku jujur ini akan memberikan dampak terhadap kualitas data
dan informasi.

AMANAH secara Bahasa berasal dari kata Bahasa arab yang berarti
aman/tidak takut.dengan kata lain aman adalah lawan kata dari kata
takut .dari sinilah diambil kata amanah yang merupakan lawan kata
khianat.dinamakan aman karena orang merasa aman menitipkan
sesuatu kepada orarlg amanah.

PROFESIONAL adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa
atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang
dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas
jasanya.Karena profesional adalah terkait dengan pendapatan, tidak hanya
terkait dengan keahlian.



. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi
Desa Soropadan tahun 2A2A-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi
sebagai berikut :

a. MewuJudkan tata kelola Pemerintahaa Desa yang jqiur dan
memberikan pelalranan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan adalah tata kelola
Pemerintahan Desa yang bebas korrrpsi, kolusi dan nepotisme dengan
menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi

dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan
prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan
Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja Aparatur Desa
serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja
aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta
diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur
pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana
dan prasarana, serta kejelasan aturan.

b. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas'
berdaya dan berbudaya.

Amanah adalah suatu sifat dan sikap manusia yang diperlukan
dalam menjalankan tugas dan kwajiban yang diembanya, sehingga
sesuai dengan yang diharapkan,dengan demikian akan terbentuk hasil
kerja yang berkualitas. Berangkat dari amanah inilah akan terbentuk
manusia yang berkualitas .Manusia berkualitas adalah manusia yang
menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu
memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan
sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan
aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampiian, olah pikir, cara
pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif.
Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat,
budaya bersih, dan budaya peduii lingkungan sosial kemasyarakatan
dengan mengembangkan budaya dan kearifan iokal yang berkembang di
masyarakat.

c. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada
teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah
kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan
sunnber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan
perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan
batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan
masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial,
budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan



Teknologi modern adalah sarana penunjang terbanr yang sesuai
tuntutan zarnatt bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia
dengan tetap bersinergi dengan kearifan local desa sebagai tujuan untuk
tetap mempertahankan budaya dan jati diri masyarakat yang berdudaya.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan
tqjuan dan sasarln. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau
dilrasilkan dalam jangka waktu 6 tahun sedangkan sasaran adalah
rumusan kondisi yang menggarnbarkan tercapainya tujuan berupa hasil
pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcame/dampak
dari kegiatan. Perr.rmusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa
Soropadan dalam RPJMdes tahun 2A20-2A26 berdasarkan pada visi
dan misi yang telah ditetaPkan.

?uJuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi
adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata. kelola pemerintahan desa yang jujur dan
memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
T\:juan yang akan dicapai pada Misi 1 ( pertama ) adalah
terwujudnya tata kelola Pemerintah Desa yang jujur dan
memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan
sasaran meliputi :

a. Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan,

pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang
tertib, rapi, dan handal;

c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan,
perencanaan, keuangan dan aset desa.

d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas,
berdaya dan berbudaya.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 ( kedua ) adalah Mewujudkan
sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya dan
berbudaya meliputi :

a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang

berwawasan lingkungan;
d. Meningkatnya penanganan persampahan;
e. Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan

Informasi;
f. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;

3. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada
teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

T[juan yang akan dicapai pada Misi 3 ( ketiga ) adalah tenan:judnya
Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada
teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan local meliputi :

a. Meningkatnya kualitas pemahaman tentang teknologi modern.
b. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya

lokal;
c. Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga;
d. Meningkatkan kualitas Lembaga desa;



o STRATEIGI
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa

Soropadan Tahun 202A-2026, maka dirumuskan strategi
pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan
dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan
dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai
berikut:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang jujur dan
memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas Tata kelola
Pemerintahan Desa yang jujur adalah tata kelola Pemerintahan
Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan
menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi dan kesetaraan atau kewqjaran serta berpegang
teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada
kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya
good. gouerrLance. Terdapat empat komponen utama di dalam
pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: Kecepatan,
Ketepatan, Keramahan, dan Kenyamanan. Keempat komponen
tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila
ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang
berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat
memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya
akan menciptakan loyalitas pada Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwr{udnya
tata kelola Pemerintah Desa yang baik dan pelayanan masyarakat
yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan
yaitu:

o Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
r Peningkatan pengelolaan adrninistrasi kependudukan,

pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
. Peningkatan kualitas pengelolaan tata prqia pemerintahan,

perencanaan, keuangan dan aset desa;
o Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

b. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas,
berdaya guna dan berbudaya Dengan tolok ukur tduan pada misi
ini yaitu tenamjudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan
berkelanjutan, untuk itu maka beberapa strategi yang akan
dilakukan yaitu:

1) Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan dan guru;

2l Memaksimalkan penyediaan sarana. dan prasarana
kesehatan;

3) Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang
berwawasan lingkungan ;

4l Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
5) Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan

Informasi;
6) Meningkatkan sarana dan prasararla pariwisata.



c. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada
teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

Dengan ukuran tduan pada misi ini yaitu terwrujudnya sumber
daya manusia masyarakat desa yang profesional berbasis pada
teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal yaitu:

1) Meningkatkan iman dan pemahaman agama oleh tokoh
agama;

2l Meningkatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan
teknologi

3) Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya
lokal;

4l Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olah
raga;

5) Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

ARAH KEBIJAI(A?T
Dalam rangka pencapaian tqjuan dan sasaran RPJMDes

Desa Soropad.an Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan
pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan
acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap
tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2023
sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Soropadan
Tahun 2020-2A26.
a. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama untuk
pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke
depan. Pembangunan Tah:un 2023 ditujukan untuk peningkatan
tata kelola Pemerintahan Desa, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, peningkatan ekonomi berbasis pertanian, pemerataan
pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup dengan prioritas
sebagai berikut:

1) Pemenuhan sarana dan prasarafla Pemerintahan Desa.
2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
3) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
4) Pemenuhan sarana dan prasarana olah raga.
5) Pemulihan ekonomi.
6) Pemerataan pembangunan.
7) Pelestarian lingkungan hidup.
8) Peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes dan penyertaan

moda].



BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAI{ PEMERINTATIA}T DESA

A. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA.

. Operasional Pemerintah Desa, BD dan RT RW'

. Pengisian Perangkat Desa;

o Pelatihan BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa'

o Pembuatan sistem Layanan Masyarakat dan Keamanan Desa

Berbasis Jaringan (Internet Desa)'

o Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDesa &

RKPDesa) dan APBDes.

o Penyeienggaran Musyawarah Perencanaan Desa'

o Pen5rusunan Profil Desa, Pengelolaan Arsip, Data dan sistem

Informasi Desa.

o Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan Sarpras perkantoran'

o Pengadaan Buku Administrasi Desa, Lembaga Desa, RT RW.

o Penentuan /penegasan batas patok tanah kas desa

o Penyusunarr dokumen dokumen keuangan dan perencanaan

pembangunan desa

o Penyelenggaraan lomba atas kewilayahan dan pengiriman kontingen

dalam lomba desa

o Kegaitan penyuluhan pertanahan

o Penetuan /penegasan batas I patok tanah kas desa

o Sertifikasi tanah kas desa

B. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DESA,

Penyelenggaraarl PAUD / TK/ TPA /TKAI TPQ madrasah non formal milik

desa

o Pembangunan / Pemeiiharaan saluran irigasi.

o Penyuluhan dan Peiatihan Pendidikan Bagi Masyarakat.

. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi

. Penanganan anak putus sekolah

o Penanganan Pendidikan bagi masyarakat difabel

o PenyelenggaraanPosyandu.

o Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehtan

o Penyelenggaraan desa soaga Kesehatan

a



. Pengasuhan Bersarna atau bina keluarga balita

o Pembinaan, penyeienggaraan dan pemeliharaan apotek hidupdan toga

o Fasilitasi forum Kesehatan desa I kader Kesehatan

o penyelenggaraan promosi kesehtan dan Gerakan hidup bersih dan

seghat

o Fasilitasi pelaksanaan pendataan updatinh data keluarga

o Falitisai pembinaan PPKBD dan sub PPKBD serta kades KB desa

. Penanganan Sampah.

o Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Tani Pekarangan'

. Pembangunan GaPura Desa

r Pemeliharaan dan pengadaan sarpras polindes

o Fasilitasi forum kesehatan desa lkad,er kesehatan desa

. Pembangunan RTLH

o Pemlrangunarr betonisasi jalan

o Pengaspalan jalan

. Pembangunan saluran irigasi tersier

o Pembangunan /rehabilitsi /peningkatan pemakaman milik desa /

situs bersejarah miiik desa

o Pembangunan gapuro desa

. pembangunan /pemeliharaan sarana prasaran penerangan jalan

o Pembangunan dan pemeliharaan drainase.

o pembangunan dan pengembangan sistem informasi Desa

. Pembangunan JUT, dan pengadaan jalan lingkar'

o Pemeliharaan fasilitasi pengelolaan sampah

. Pembangunan jarring besi penyaring sampah

r Pemanfaatan lahan pekarangan

o Promosi desa wisata dan wisata desa

C. RENCAI{A DAII PTLITKSANAAIT PIIOGRAM KER"IA PEMBIHAAIT

KINflASYARAI{ATAIT.

e Operasional PKK.

r Operasional Karang Taruna.

o Operasional LPMD.

o Operasional KPMD.

r Opefasional Linmas.

o PembinaaR urarga masyarakat.

o Oprasional PHBN & PHBI.



. Operasional kegiatan kesehatan masyarakat'

o Operasional kegiatan keagarnaan.

o Penyelenggaraanvestivalkesenian

o Pembinaan grup kesenian

o Pengadaan sarpras kesenian

o PenyeienggaraanBBGRM

e Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga

r Opersional kegiatan pengelolaan persampahan.

D. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN

MASYARAXAT.

r Penanganan RTLH / pengentasan kemiskinan.

o Pelatihan keagamaan.

o Pelatihan tanggap bencana.

o Pengembangan BUMDES.

r Festival Desa menuju Desa Wisata.

r Pembangunan /rehabilitasi /peningkatakan keramba kolam ikan

o Bantuan bibit ikan

o Bimt.ek T:lG untuk perikanan darat

o Peningkatan kapasitas dan penyuluhan pemberdayaan perempuan

o Peningkatan Lembaga dan kelembagaan desa

o Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil dan

menengah dan koperasi

o Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa

o Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa'

o Penyertaan dan penguatan modal BUMDES.

E. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG

PENAGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

DESA.

. Pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa.



BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa tentang APBDes.

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa teiah ditetapkan
dengan Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2022 tentang .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran
2023

KEPALA DESA SOROPADAN
KEC AMATAN PRING SURAT KABUPATEN TEMANGGI.ING

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 6 TAHLIN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE,SA SOROPADAN

TAHTN ANGGARAN 2023

DE,NGAN RAIIIvIAI- ].IJI'IAN YANG MAI{A ESZ\

KEPALA DI]SA SOROPADAN

Menimban
g

b,

c.

lvlengingat ; 01

a bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1A4, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

t.

02

03



04

05

06

07

08

10

11

09

4700);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(LembJran NegLra Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

i, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2A2O Nomor 245,

Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemeri-ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
AdminGtrasi Pbmerintahan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024
tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6573);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2415
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 57);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2A21 Entang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka h/enengah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung T4hun 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2A22 Nomor 16);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor'B Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 961);
Peraturan [V{enteri Keuangan Nomor 201/PMK.0712022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

12



13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2018 Nomor 47);
14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah

diubah bebeiapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 63 Tahun 2a2o tentang Perubahan

Atas peratuian Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ( Berita

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);

16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Teminggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72Tahun 2021

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ( Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);

18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa 2A23 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2022 Nomor 84);

19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun
2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Nomor 85);

20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022
tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

21 Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan (Lembaran Desa
Soropadan Tahun 3 Nomor 2017 );

22 Peraturan Desa Soropadan Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan
Tahun 2017 Nomor 7 );

23 Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Soropadan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Soropadan
Tahun 6 Nomor 2020 );

24 Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 TahunZA22 Entang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023
(Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 4);

25 Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan
Tahun 2022 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022
Nomor 5).

{



Dengan KesePakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN
Dan

KEPALA DESA SOROPADAN

IMEIMUTUSKAN

tvlenetapk : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

AN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa soropadan Tahun Anggaran 2023 adalah

sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

SurpulslDefisit
3. Pembiayaan

a. Penerimaan PembiaYaan
b. Pengeluaran PembiaYaan
Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan
Anggaran

Rp 2.015.202.000,00

60.000.000 00

Rp

Rp

2. 630.077 00

{71.428.077,00)

131.428.077,00

71.428.077,00
0,00

R
Rp
Rp

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a, APB Desa;

b. Daftar Penyertaan tt/odal;

c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang betum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.
Pasal 5

(1)Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan

darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak

dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerlntah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.



Pasal 6

Dalam hal terjadi.
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun

berjalan
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;

akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan

peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada

BPD' 
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memeriitanfan pengundangan Peraturan Desa ini

dalam Lembaran Desa SoroPadan,
DitetaPkan di : SoroPadan
Pada tanggal : 30 Desember'2022

b

dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA'

K-EPALA DESA,
ttd
ISKANDAR

Soropadan
: 30 Desember 2022

SA SOROPADAN NOMOR 6 TAHUN 2022



2. Peraturan Desa Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SOROPADAN NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOROPADAN

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2O2L

tentang Percepatan Penurunan Stunting, diamanatkan
bahwa daiam rangka pencapaian target nasional
prevaiensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai
sebesar 74 oh (empat belas persen) pada Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor Bl 3l 463 I lO lfill2023 Tanggal 31

Maret 2023 Perihal Pemberitahuan, maka Pemerintah
Desa untuk melakukan kegiatan percepatan penurunan
prevalensi stunting di desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2A23

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Und"ang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahr.rn 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Mengingat

I



Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor aTOO);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang

cipta Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2O2O Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2O2l tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran

' Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 172\;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 57);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2

Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol8-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2Arc Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol8-2O23
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 732);

.,
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10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahr'rn 2Ol4 Nomor 2A91\;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor'
e61);

12, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2OIIPMK.OT 12022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor I Tahun 2022

tentang Ped,oman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita

Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

14.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2O18

tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2O2A tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2O2O Nomor 63);

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2O2l

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (

Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2421

Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tat-run 2021

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2O2l

Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor

72 Tahun 2A2L tentang Pedoman Perencanaan

Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil

Retribusi Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022

i



tentang Standart satuan Harga dan Standart Biaya

Umum Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahrun 2022

tentang Pedoman Peiaksanaan Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);

22.Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2aL7 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Pemerintah Desa soropadan (Lembaran

Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 3);

23, Peraturan Desa Soropadan Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa soropadan
Tahun 2A17 Nomor 7 );

Z+. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2Ot9 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

Soropadan Tahun 2019 Nomor 4);

25. Peraturan Desa Soropadan no 6 Tahun 2O2A tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Soropadan Tahun 2O2O 2026 (Lembaran Desa

Soropadan Tahun Nomor 6)

26. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Desa No 3 Tahun 2422

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan
Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022

Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN
Dan

KEPALA DESA SOROPADAN

Menetapkan
MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa

a. Semula
b. bertambah I (Berkurang)
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.416.326.500,OO

Rp
Rp

2,O15.202.000,00
40t.724.500,00

2 Belanja Desa

a. semula Rp 2.086.630.077 ,OO

I



b. bertambah I (Berkurang)
Jumlah belanja seteiah perubahan

Surplus 1 (Defisit) setelah perubahan

3 Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Penerimaan
perubahan
Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula
b. Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Pengeluaran
perubahan

4A7.772.O43
Rp 2.488.4O2.120 ,OO

Rp (72,075.620,00)

3
Rp
Rp

131.428.077,OO
647 ,543,O4

'f
2

setelah Rp t32.O75.620,00

60.000.000,00
0,00

Rp 60.oo0.o00,00

Rp
Rp

setelah

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 Rp
_2.)\

72.A75.620,OO

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp O,OO

setelah Perubahan 
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

e. Daftar Penyertaan Modal;
f. Daftar Dana Cadangan;
g. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai iandasan operasional pelaksanaan APB
Desa.

Pasal 5
(5) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(6) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

anggaran jenis belanja tidak terduga'
(7) Pemerintah Desa d.apat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang

Perubahan APBDesa.
(8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaryh pemerintah Desa;

RP



d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokai desa.
Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun

berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek

belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan

SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa Soropadan

Ditetapkan di : Soropadan
Pada tanggal : 8 Mei 2023
KEPALA DESA,
ttd

ISKANDAR
di: Soropadan

8 Mei 2023

SA SOROPADAN NOMOR 2 TAHUN 2023

il U lr .-'i-.

,



3. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 2 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DBSA

Menimbang

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOROPADAN

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13A Peraturan
Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 98 Tahun
2A23 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 2Ol IPMK.OT I 2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa, bahwa Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (6) berdasarkan kriteria utama

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal L3 ayat (1) dan
kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (4);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a
dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 50 Tahun 2OI8 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tah:un 2O2O tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun
2OI8 tentang Pengeiolaan Keuangan Desa, bahwa
Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa

apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan
dalam pendapatan DeSa pada tahun anggaran berjalan
dan keadaan yang menyebabkan harus diiakukan
pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar
kegiatan, dan antar jenis beianja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



Mengingat

2

1

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor aa21);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OA7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun -2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72

Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l

Nomor 172\;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 74

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah

i

3

4
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7
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Kabupaten Temanggung Nomor 57);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2

Tahun 2otg tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2Ol9 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
2 Tahun 2otg tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2Ol8-2O23 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2O2l Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 132);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2OI4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O9l);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2422
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

e61);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 2OlIPMK.OT 12022 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah

.(Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 20 18 Nomor 47);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2Ol8
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peratr-rran Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati TemanggLlng Nomor 50 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2O2O Nomor

63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6O Tahun 2o2l

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (

Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2O2l

I
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Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2O2l

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 

,

2O2t tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2022 Nomor 69);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil
Retribusi Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022

tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya
Umum Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

2L. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022

tentang Pedoman Peiaksanaan Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);

22. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2OL7

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan

.(Lembaran Desa Soropadan Tahun 2Ol7 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Soropadan Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa

Soropadan Tahun 2017 Nomor 7);

24. Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2O2O

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Soropadan Tahun 2O2O - 2026 (Lembaran Desa

Soropadan Tahun 2O2O Nomor 6);

25. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2Ol9
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

26. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3
Tahun 2022 Tentang.Rencana Kerja Pemerintah Desa

soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan

Tahun 2022 Nomor 5);

{
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Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN

dan

KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DESA SOROPADAN NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa
c. semuia RP 2.O15'2O2'OO0,0O
d. bertambahl(Berkurang) Rp 151.124.500,00
Jumlah pendapatan seteiah perubahan Rp 2.166.326.500,00

2 Belanja Desa
c. semula
d. bertambah/ (Berkurang)
Jumlah belanja setelah perubahan
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan

Rp
Rp
Rp
Rp

2.086.630.O77 ,OO
15t.772.O43,00

2.238.402.720 ,OO
(72.O75.620,00)

13t.428.O77,OO
647 .543,OO

132.O75.620,00

60.000.000,00
0,00

60.000.000,00

72.O75.620,00

0,00

3 Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

c. Semula Rp
d. Bertambah/(Berkurang) RP
Jumlah Penerimaan setelah RP
perubahan

3.2. Pengeluaran PembiaYaan
c. Semula Rp
d. Bertambahl(Berkurang) RP

Jumlah Pengeluaran setelah RP
perubahan

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 Rp
_"r\v,4 I

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp
setelah perubahan

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
peiubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional peiaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

t



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dingan penempatannya dalam Lembaran Desa Soropadan

DitetaPkan di : SoroPadan
Pada tanggal : 31 Oktober 2023

KEPALA DESA

ttd

Diundangkan di
Pada tanggal

ARiS ESA

ISKANDAR

: Soropadan,
: 31 Oktober 2023

SOROPADAN TAHUN 2023 NOMOR 4

u:
o..

I

1t
': :'i -l ,: i-



B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Soropadan tertuang dalam Peraturan Desa Soropadan Nomor 1 Tahun

2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KABUPATEN TE,MANGGING
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 1 TAHLN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALiSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA SOROPADAN
TAHLN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOROPADAN

Menimbang a.

b

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungj awabkan pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungj awaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belania Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

c.

Mengingat 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik .Jndonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a700);
04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

i
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2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

05 Urrdang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1i Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomot 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);

06 undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terrtang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

07 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015

tentang Penyelengg araan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);

08 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan

l)ana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 960);

l1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.0ll2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1295);
12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2020 Nomor 63);

13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 202l tentarrgTata
Cara Pengadaan Barangllasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 lentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2029
Nomor 109);

15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa,



Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung
Tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Nomor 111);
16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);

17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang

Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomot 72);

18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor
84);

t9 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentangTata
Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan

Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);

20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang
Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
2l Peraturan Desa Soropadan. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020-

2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2020 Nomor 6);

22 Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentartg Rencana

Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa

Soropadan Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN
dan

KEPALA DESA SOROPADAN

Menetapkan
MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHLN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan

Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

ANGGARAN REALISASI
Rp 2.166.326.500,00 2.160.801,695,00
Rp 2.238.402.r 00 2.187 .442.460.00

Rp (72.075.620,00) (26.640.765,00)

6. Pembiayaan
c. Penerimaan Pembiayaan Rp
d. Pengeluaran Rp

Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp

SILPA RP

t32.075.620,00

4. Pendapatan Desa
5. Belanja Desa

Surpuls/Defisit

t32.075.620,00
60.000.000,00

132.075.620,00
0,00

72.07 00
0,00 105.434.855,00

Pasal2
Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini. 

)



Pasal 3

I.ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
h. I-aporan Keuangan Desa, terdiri atas:

1. l,aporan Realisasi APBDesa; dan

2. Catatan atas Laporan Keuangan.

i. Laporan Realisasi Kegiatan;
j Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam

Lembaran I)esa Soropadan.
Ditetapkan di : Soropadan
Padatanggal : 5 Pebruari 2024
KEPAI-A DESA.

ISKANDAR
Soropadan

5 Pebruari 2024

cni:r 1D

SOROPADAN NOMOR 1 TAHI.]I.J 2024
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BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN

UPAYA YANG DITEMPUH

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasaiahan yang dihadapi

dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa

Soropadan :

. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Beianja Desa (APBDes ) tahun 2A23 secara umum

telah dilaksanakan ,namun ada sedikit perubahan disisi

penganggaran karena adanya refocusing anggaran.

o Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

Demikian juga di Bidang Pelaksanaan Pembangunan ada beberapa

kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya,sama juga

karena adanya refocusing anggaran .

. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Tidak berbeda jauh dengan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada

beberapa kegiatan yang mengalami penundaan ataupun pengalihan

pelaksanaanya,sama juga karena adanya refocusing anggaran .

. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga mengalami hal yang

sama,tidak semua kegiatan terealisasi,diantaranya Permodalan

BUMDes ,disebabkan BUMDes sampai saat ini masih fakum dan

belum ada kegiatan yang nyata,namun beberapa kegitan tetap dapat

dilaksanakan.Adapun Upaya yang ditempuh Pemerinta Desa

diantaranya melakukan Reorganisasi Kepengurusan BUMDes.

. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa

Adalah Penanganan, pencegahan dan penanganan dampak Covid 19

direalisasikan diantaranya untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa ( BLT DD ).

t



BAB V

PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhil
Tahun 2023. Pada intinya, Pemerintah Desa Soropadan sudah berusaha

melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan [/asyarakat. Namun

kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan

pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum

dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Soropadan

menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Kecamatan Pringsurat, dan masyarakat Desa

Soropadan tentunya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik

pemerintah desa, Iembaga Desa dan terkhusus kepada BPD Desa Soropadan atas

kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD dan

LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh

Bupati Temanggung. Akhirnya marilah kita memohon kepada Alloh SWT agar kita

semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pembangunan

Desa Soropadan dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Aamin.

06 Februari 2024S
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LAPORAN REALISASI APB DESA

PEMERINTAH DESA SOROPADAN

KEGAMATAN PRINGSURAT

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN Ref REALISASI
(Rp)

LEB|H(KURANG)
(Rp)

ANGGARAN
(Rp)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transfer

Dana Desa

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan KabuPaten/Kota

Pendapatan Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAI

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

BI DANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK DESA

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran PembiaYaan

PEMBIAYAAN NETTC

SILPA/S|LPA TAHUN BERJALAh

172.300.000,00

1 .977.026.500,00

878 583 000,00

31.926.400,00

530.517.100,00

50.000.000,00

486.000.000,00

17.000.000,00

166 400.000,00

1 977.026.500,00

878.58s.000,00

31.S26.400.00

530.517 100,00

50.000.000,00

486 000.000,00

17.375.195,00

5.S00.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375 195,00

2.'t66.326.500,00 2.160.801.695,00 5.524.805,00

930.958.1 20,00

907.444.000,00

87.s00.000,00

222.500.000,00

90.000.000,00

914.185.460,00

881"757.000,00

79.000.000,00

222 500.000,00

90.000.000,00

'16.772.660,00

25.687.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

2.238.402.12A,A0 2.187.M2.460,A0 50.959.660,00

(72.075.620,00) (45.434.855,00)

132.075 620,00

60 000.000,00

132.075.620,00

0,00

0,00

60.000.000,00

72.075.620,00 132.075.620,00 {60.000.000,00)

0,00 105.434.855,00 (105.434.855,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

05 February 2024
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o Peraturan Desa S an

Peraturan Kepala Desa Soropadana

NO Nomorffahun Tentang Diundanqkan Ket
1 6 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa 2023
30 Desember2022

2 1 Tahun 2023 Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Desa Soropadan
Tahun Anggaran 2022

09 Januart2023

2 2 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan
Desa Soropadan Nomor 6
Tahun 2022 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tahun 2023

8 Mei 2023

3 3 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2024

16 September 2023

4 4 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas
Peraturan Desa Soropadan
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun 2023

31 Oktober 2023

5 1 Tahun 2024 Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Desa Soropadan
Tahun Anggaran 2023

05 Februari 2024

NO Nomor/Tahun Tentang Diundangkan Ket
1 5 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja
Desa 2023

30 Desember2022

3 1 Tahun 2023 Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa Tahun
Anqgaran 2023

30 Januari2023

2 2 Tahun 2023 Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Betanja
Desa 2023 Perubahan atas
Peraturan Kepala Desa
Soropadan Nomor 5 Tahun
2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan
Belania Desa 2023

08 Mei 2023

2 3 Tahun 2023 Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa 2023 Perubahan atas
Peraturan Kepala Desa

31 Oktober 2023

I



Soropadan Nomor 2 Tahun
2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan
Belania Desa 2023

3 4 Tahun 2023 Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa 2024

16 September 2023

a Surat Keputusan Kepala Desa Soropadan

NO Nomor/Tahun Tentang Ditetapkan Ket

1

1 Tahun 2023
Sk Tpk Pengadaan Barang Dan
Jasa '16 Januari 2023

2 2 Tahun 2023 Sk Tpk Penerima Hasil 16 Januari 2023
3 3 Tahun 2023 Sk Pka 2023 '16 Januari2023
4 4 Tahun2023 Sk Bendahara Desa 16 Januari2023
5

5 Tahun 2023
SK Siltap & Tunjangan Kades &
Sekdes 23 Januari 2023

6 6 Tahun 2023 Sk Siltap & Tuniangan Parades 23 Januari 2023
7 7 Tahun 2023 Sk Tuniangan Bpd 23 Januari 2A23
8 8 Tahun 2023 Sk Kpm 23 Januari 2023
I 9 Tahun 2023 Sk Honor Rt 30 Januari 2023
10 10 Tahun 2A23 Sk Kpmd 13 Februari 2023
11 11 Tahun 2023 Sk Honor Pangrukpiloyo 15 Februari 2023
12 12 Tahun 2023 Sk Pengurus Barang 20 Februari 2023
13 13 Tahun 2023 Sk Honor Ptpkd 25 Februari 2023
14 14 Tahun 2023 Sk Pkpkd Kades 25 Februari 2023
15 15 Tahun 2023 Sk Satgas Stunting 0B Mei 2023
16 16 Tahun 2023 Sk Ppid 11 Juni 2023
17 17 Tahun 2023 Sk Kim 17 Juni 2023
1B 18 Tahun 2023 Sk Dip 17 Juni 2023
19 19 Tahun 2023 Sk Rt 03 Rw 10 Klebakan 01 Juli 2023
20 20 Tahun 2023 Sk Rt 01 Rw 07 Jurangsa ri 01 Juli 2023
21 21 Tahun 2023 Sk Rt 02 Rw 10 Krajal ll 22 Asustus 2023

t
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